KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI

{ REPUBLIK INDONESIA WAl NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
w DIREKTORAT JENDERAL PAJAK g«%ﬁomesm et EE01 Sl R ot INDONESIA BPA2
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN PERIODE PENGHASILAN SIFAT PEMOTONGAN STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2509SGOJY 09-2025-12-2025 TIDAK FINAL NORMAL
A1 NIKNPWP : 5101050808790001
A2 Nama 1 ASANGUSAINI .
A3  Alamat ¢ JL. GUNUNG SEMERU GANG.2 NO. 11
A4 NIPINRP © 197908082025211035 A7  Status PTKP K3
AS  Jenis Kelamin . Pria AB Posisi : PPPK
A6 Pangkat/Golongan : V/V A9 Bekerja di Lebih dari SatuPemberi  : Tidak
Kerja

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
B.1.1  Kode Objek Pajak : 21-100-01 B12 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

B2

o @ NSO W

24,

cz2

c3
C4
C5
Cc8

Jenis Pemotongan Kurang dari Setahun

PENGHASILAN BRUTO

Gaji Pokok/Pensiun 10.046.000
Tunjangan Istri 1.004.600
Tunjangan Anak 401.840
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 0
Tunjangan Struktural / Fungsional 0
Tunjangan Beras 1.158.720
Tunjangan Lain-lain 720.164
Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarannya Terpisah dari Pembayaran Gaji 2.835.000
Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8) 16.166.324
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun 808.316
luran terkait Pensiun atau Hari Tua 0
Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja 0
Jumiah Pengurangan (10 s.d 12) 808.316
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Jumlah Penghasilan Neto (8 - 13) 15.358.008
Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya 0
Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan) 15.358.008
Penghasilan Tidak Kena Pajak 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)

PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)

o o o o o o o

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh
c NPWP I

0001135839908000

NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi ~ :  0001135839308000000000 - PENGADILAN AGAMA NEGARA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG

Nama Pemotong . PENGADILAN AGAMA NEGARA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG

Tanggal 12 Februari 2026

Nama Penandatangan o 1ZZATIL MILLAH

Pemyataan - Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya

tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan
ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.

Dokurmen inf telsh dibubutkan serffkat clokiranik yang diierbitian oloh Balal Sert$kat Elekironik (BSAE}-BSSN darvatay PS/E. Unbk memestkan koasiian sertifiat eldronik, silahkan pndai OR Code stay unggah dokumen pada laman hips i/
B2 komnfo go diverfPDF



KEMENTERIAN KEUANGAN SPT TAHUNAN INDUK
REPUBLIK INDONESIA PAJAK PENGHASILAN (PPh)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI HALAMAN A
TAHUN PAJAK/ PERIODE STATUS SUMBER PENGHASILAN METODE PEMBUKUAN
BAGIAN TAHUN PAJAK/
2025 1 sd 12 NORMAL Pekerjaan Pencatatan
BULAN BULAN
MULAI AKHIR

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NIK/NPWP 5101050808790001 7.  Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri
B.

dengan pasangan adalah PH/MT, Anda
an 4 Bagian B)

Nama ASANGUSAINI
Jenis ID KTP
NIK/INPWP Suamiflstri

No. D 5101050808750001

No. Telepon 085608409100

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?
| Bl | [2] | 15.356.008 |
2, Ya. (Isl Lampiran 1 Bagian D)

E] 1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
2. Ya. (Lanjut ke pertany anj

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) [l
2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final,
(Isi Lampiran 38 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
3. Ya, saya lermasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B. lalu ke pertanyaan selanjutya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?
1. Tidak, saya menyelenggarakan pembu (Lanjut ke lanjutnya)
2. Tidak, saya hanya menerima penghasian dari usaha yang dikenakan pajak bersfat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan D
(Lanjut ke pertanyaan 1c)
3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 38 Bagian C, Lampiran 344 Bagian A, lalu ke
pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?
1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lau ke pertanyaan selanjutnya) [:l
2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas L

E] Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2.Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

E Apakah Anda menerima penghasilan Iua}r n{ergeri? l

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isl Lampiran 2 Baglan C, lalu ke pertanyaan selanj

_C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

|Z| Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d) \ 15.358.008 |

E Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan
keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/ II' ‘

atau BPA2? 0 ]

1. Tidak. (Lanjut ke perianyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertany jutny
Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3) L 15.358.008 1
[E Penghasilan tidak kena pajak K3 = 72,000,000 ] 72000000 |
E Penghasilan kena pajak (4-5) [ 0|
PPh terutang l 0—‘
n Apakah terdapat pengurang PPh terutang?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) El L 0 |

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, laku ke pertanyaan selanjutny

| 9 [ PPh terutana setelah penaurana PPh terutana (7-8 | 0 l



KEMENTERIAN KEUANGAN SPT TAHUNAN INDUK
REPUBLIK INDONESIA PAJAK PENGHASILAN (PPh) AUAMAND
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI H A

NIKINPWP 5101050808790001 ’ TAHUN PAJAKIBAGIAN TAHUN PAJAK 2025

E. PPh KURANG/LEBH BAYAR

E| PPh kurangflebih bayar (3-10a-10b-10c+10d) 0|

E Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?
1. Tidak, saya tidak memilikinya. laly ke pertanyaan selanjutnya I
2. Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumizh yang telah disetujul untuk diangsuriditunda, lalu ke perlanyaan selanjutnya)

E] PPh yang masih harus dibayar (11a-11b) | o—l

F. PEMBETULAN (DIISIJIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
PPh kurangllebih bayar pada SPT yang dibetulkan [ -]
E PPh kurangfiebih bayar karena pembetulan ({1a-12a) [ - |

"G. PERMOHONAN PENGEMBALIA

Ganti SPT Sebelumnya

N PPh LEBIH BAYAR (DUSI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:  —— Nomor “"kef’mg Nama bank
1. Dikembalkan melalui pemeriksaan, Nama pemilik
2. Dikembalikan melahi permohonan pengembalian pendahuluan, rekening

_H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

E Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh
Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? E |
1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah 1/{12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak) x (3-102)

m Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? [

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)
IZJ Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya?
1. Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25,
2. Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0.75% dar penghasilan bruto seliap bulan dari masing-masing tempat usaha,

. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

Harta pada akhir Th |si1 Ialu ke pertanyaan selanjutnya) } - - - ?a_m

E| Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) | 0 |
2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lahy ke pertanyaan selanj
| 0
0

E Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 2 Baglan A, laly ke pertanyaan selanjutnya)
m Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?
1. Tidak. (Lanjut ke perianyaan selanjutnya)
2, Ya. (Isi Lampiran 3C, lah ke pertanyaan selanjutnya)
|I| Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
2.Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjuinya)
E Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya
sebagal penghasilan tidak termasuk objek pajak?
1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutrya)
2. Ya. (Pastikan Anda sudah ikan laporan realisasi investasi secara terpisah)
Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat
dimintakan pengembalian. ‘ 0
(SHlakan mengajuh b p balian pajak yang set ya tidak terutang secara terpisah)

_J. LAMPIRAN TAMBAHAN

] B EEE

.

E Laporan keuanara keu yang la iaudit 1. T:d |
[E Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan II! 1.Tidak 2.Ya
E| Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri 1.Tidak 2.Ya
E} Surat kuasa khusus 1.Tidak 2.Ya
n Dokumen lainnya E' 1.Tidak 2.Ya
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adalah benar, lengkap, dan jelas.
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Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.qgo.id> Jum, 20 Feb 2026 pukul 11.43
Kepada: asangusaini@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

jaduan

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE - BPE-28870/CT/KPP.1708/2026

Tanggal : 20 Februari 2026

NPWP :5101050808790001

Nama Wajib Pajak : ASANGUSAINI

Jenis SPT - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak 12025

Masa Pajak - Januari - Desember 2025

Status SPT :Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 20 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak
memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.



